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PERATURAN GUBERNLIR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 115 TAHUN 2010 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KER.JA 

PUSAT PELATHAN KERRJA PENGEMBANGAN INDUSTRL 

DENGAN RRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAE RAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

• 

Menimbang ; bahwa untuk melaksanakan ketonluan Pasal 149 Peraturan Daerah Noror 
10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 42 

Peraturan Gubernur Nomor 119 Tatun 2009 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Tenaga Karja dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Palatihan 
Kerja Pengembangan industri; 

Mengingat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kopegawalan sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

43 Tahun 1999; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; l 

4 . Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undanga 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Undang-undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

7, Lndang-Undang Nomor 29 Tahun 207 tentang Pomerintahan Provines} 

Daerah Khusus lbuk.ta Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan 
Republk Indonesia; 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeolaan 
Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 

10. Poraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kloerja Instansi Pemerintah; 

1f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Ursan Pomerintahan antara Pemerintah, Pomedntahan Daerah 
Provinsi dan Pererintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

12. Peraturan Pererintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organlsasl 
Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Menteni Dalam Noged Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelotaan Keuanan D"""aimane totah tubah 
dengan Peraturan Monteri Dalam Negent Nomor 59 Tahun 2007 

15. Peraturan Mentent Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola 
Organisasi Perangkat Oaerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

16. Peraturan Daorah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah; 

17, Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja an Transmigrasi, 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 
TATA KER.JA PUSAT PELATIHAN KER.JA PENGEMBANGAN INDUSTRI. 

BAB 

KETENTUAN UMUM 

Pesal 1 

Dalam Poraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

f, Dat rah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagal 
unsur penye le nggara  Pererintahan Daerah 

• 

• 



3 

3. Gubermur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta 

4. Sekrotariat Daorah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daorah Khusus 
lbukota Jakarta 

5. Inspektorat adala.h Inspektorat Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

8. Badan Pengelola Kouangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan 
Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta 

7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepogawalan Daerah 

Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta 

8. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana 
Sekretariat Daerah. 

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinesi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta 

11. Pusat Pelatihan Kor]a Pengombangan Industni yang selanjutnya disingkat 
pppf adalah Pusat Pelatihan Kerja Pengerbangan Industrt Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan 
Industri 

BAB If 

PEMBENT UKAN 

Pasal 2 

Dengan Poraturan Guberur ini dibentuk Pusat Pelatlhan Kerja 
Pengembangan industri. 

BAB Ill 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 3 

(1) PKPt merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasl dalam pelaksanaan pelatihan tenaga kerja di bidang 
industri, tata niaga dan aneka ejunruan 

(2) PPKPI dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dala m  melaksanakan 
tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

I 
\ 

' 
' ' 
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Pasal 4 

(1 pppt mempunyai tugas melaksanakan pelatihan tenaga kerja di 
bidang industrt, tata niaga dan aneka kejuruan. 

(2) Untuk monyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
p9Kt mempunyai fungsi: 

a. penyuunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKPI; 

b. pelaksanaan Dolumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PpK; 
c. pelaksanaan identifkasi kebutuhan pelatihan kerja pengembangan 

industrni; 
d. penyusunan program, kurikuturn dan silabus pelatihan ker]a 

pengembangan industri; 

e. petalsana"Pan ken peopemoaooan oust, 
f. pemasaran program dan lulusan pelatihan pengembangan industrd; 
g pengelolaan fasiitas tempat dan peralatan pelatlhan pongemnbangan 

industri; 
h. pelaksanaan jasa pelayanan pelatihan dan Jasa pemantaatan 

prasarana dan sarana pol@than pengernbangan industri; 
l. pelaksanaan kerja samna pelatihan dan pemnasaran lulusan pelatihan 

pengembangan industrt; 
j pelaksanaan jasa pelayanan pelatihan kerja dan jars.a peranfaatan 

prasarana dan sarana pelatihan kerja; 
k. polaksanaan evaluasi pelaksanaan pelatihan pengembangan industri; 
I pengelolaan teknologi informal pppr 

m. pelaksanaan publikasi kegiatan P9KP 
n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang; 
0. polaksanaan kegiatan kerumaht.anggaan dan ketatausahaan; 
p. penyiapan bahan laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 

terk.ait dengan pelaksanaan tugas dan fungei 9Kt; dan 
q. polaporan dan pertanggunglawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

pK. 

BA IN 

ORGANISASl 

Bagian Kesatu 

Susunan Organleasl 

Pasal 5 

(1) Susunan Organises! PPKPI terdiri dari 

a. Kepala Pusat; 
b. Subbagian Tata Usata; 
c. Seks Pelatihan; 
d. Seksi Uj Kompetensi dan Pernasaran; dan 
e. Subkelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi PPKPI sebagaimane tercantum dalam 

Lampiran I Peraturan Gubernur inl 

I 

. ' 
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Bagian Kedua 

Kepalga Pusat 

Pasal 6 

Kepala Pusat mempunyal tugas: 

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungei Pppt 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; 
b. mengoordinasika pelaksanaan tugas Subbaglan, Seksi dan Subkelompok 

Jabatan Fungsional; 
c. melaksanakan koordinasl dan kerja sara dengan Satuan Kerja 

Perangkat Daorah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) 
dan/atau Instansi Pemerintat/Swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan 
tugas dan fungi PPKPl; den 

d. melaporkan dan mempertanggungi pelasanaan tugas dan 
fungsi pPKl 

Bagian Ketiga 

Subbagian Tata Usaha 

Pasal 7 

(1) Subbagian Tata Lsaha merpakan Saluan Kerja Staf dalam 
pelaksanaan administrasi PPKPl. 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. 

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (D9A) P9KI ge su ai  dengan ling#up tugasnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) p9pl gual 
dengan lingkup tugasnya; 

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKPI; 

d. menghimpun bahan dan mongoordinasik.an penyusunan rencana 
strategi PPKPt; 

e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKPI; 

f. melaksanakan pengeolaan teknologi informasi Kl; 
g. melaksanakan pengelolaan epogawa ia  n, keuangan dan barang; 
h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperfi surat menyurat dan 

koarsipan PPKPI; 
I. melaksanakan pernelihara.an dan perawatan prasarana dan sarana 

kerjg PpKt; 
j. monyusun administrasi kerja sama pelatihan; 
k. memelihara kebersihan, keindahan, kee manan dan ketertiban kantor, 
I. melaksanakan publikasi kegiata PKPl; 
m. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, liner]a, kogia tan 

dan alkuntabilitas) PPKPl; 
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n. menyiapk.an bahan laporan pf yang terkait dengan tugas 
Subbagian Tata Usaha; dan 

o melaporan dan merrpertanggungbkan pelaksanaan tu9as 

Subbaglan Tata Usaha. 

Bagian Keempat 

Seksi Pelatihan 

Pasal 8 

(1) Seksi Pelatihan merupakan Satuan Kerja Lin] ppKpf da la m  
pelaksanaan pelatihan pengembangan industri, 

(2) Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. 

(3) Seksi Pelathan mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan PRencana Kerja dan Anggaman (RKA) dan Dokumen 
Pelakcsanaan Anggaran (DPA) KP] esual dengan #ingkup tugesnya; 

b. molaksanakan Dokuren Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKPL 
esuai engan ling#up tugasnya; 

c. monyusun kurtkulurn dan silabus pelatihan pengermbangan industni; 
d menyusun rencana pelaksanaan pelatihan pengembangan industri; 
e. melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja pengembangan 

industri; 
f. molaksanakan pelatihan kerja pengemnbangan industri; 
g melaksanakan kerja sama dalarn penryelonggaraan pelatihan ker]a 

pongembangan industn; 
h. menghimpun, mengolah, merelbara, menyarmpaikan, mengerbengkan 

dan memanfaatan data dan informasi p ela tthan  pengerbangan industrf; 
t. menylapk.an bahan laporan PPKPl dalamn heal kegiatan pelatihan; dan 
]. melaporkan dan merpertangungia bkan pelaksanaan tugas Seksl 

pelatihan. 

Seksi Uj Korpetenel dan Pemasaran 

Pasal 9 

(1) Seksi Lj Kompetensi dan Pernasaran mnerupakan Satuan Kerja Lini 

ppKPt dalam pelaksanaan uj kompetensi dan perasaran program dan 
lulusan. 

(2) Soksi Uil Kompetensi dan Pernasaran dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Pusat. 

(3) Seksi Uj Kompetensi dan Permasaran mempunyai tugas; 

a. menyusun bahan PRencana Kerja dan Anggaran (KA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (0PA) KP! sesuai dengan lingkup tugasnya 

. . 
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b. melaksanakan Dokuren Pelaksanaan Anggaran (DPA) 99f sesuel 
dengan lingkup tugasnya; 

c. menyusun rencana pemasaran programn dan lulus.an; 
d. melaksanakan kegiatan pemasaran programn dan lulusan, 
e. melaksanakan fasilitasi kegiatan uj kompetensi; 
f. melakukan pemantauan lulus.an; 
g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga sertifikasi 

profesi; 
h. menyiapkan bahan laporan PPK] yang berkaftan dengan ujj 

kompetensi dan pemasaran; dan 
I. melaporkan dan meooentanggngi awabkan pelaksanaan tugas Seksi 

Ujy Kompetonsi den Pemasaran 

Bagian Keenan 

Subkelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 10 

(1) PKP dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Pojabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi 
strukMural PPKPt 

Pasal 11 

(1) Dalam rangka mengernbangkan profesikeahlian/kompeten Pejabat 
Fungsional dlbentuk Subkelompok Jabatan Fungalonal PPKI sebagal 
bagian dari Kelomnpok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi yang ditetapk.an oleh Kepala Pueat. 

(2) Subkolompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungslional yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat. 

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimnana dirnaksud pada 
ayat (2) diangkat dan diberhentlkan oleh Kepala Dinas atas usul Kep la 

Pusat dart Pejabat Fungsional yang diorrnati dlikalangan Pejabat 
Fungsional sesual keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahllan dan 
integrttas) yang dimlliki. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsiona] pppt diatur 
dengan Peraturan Gubemur sebagai bagian dart pengaturan Jabatan 
Fungsional Dinas Tenaga Kerja den Transmigrasi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undan 

BAB V 

ESELON 

Pgsal 12 

(1) Kepale Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 

adalah Jabatan Struktural Eselon Ill a. 

• 
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(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon Va. 

(3) Kepala Seksi sbagaimana dimaksud delam Pasal ayat (2) dan Peasel 9 
ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV a. 

BAB VI 

TATA KER.JA 

Pasal 13 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPKPI wajib taat dan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah ($KPD), Unit Kerja Perangkat Danh 
(UKD) dan'atau instansi Pemerintat/Swas terkait, dalam rangka 
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan funggi 
P,KP 

Pasal 14 

Sepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional pada PPK «weilib melaksanakan tugas masing-masing 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan serta menerapkan 
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronils sl, sirrplffikaei, akuntabllitas, 
transparansi, efektivitas dan efisiensi 

Pasal 15 

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungslional pada PPKP! wajib memlmpin, mengoordinaslkan, 
memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, 
memblna dan men ila i  kinera  bawahan  masing-masing. 

(2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPKP wajib mengikuti dar 
mematuhi perintah kedinasan atasan mnasing-masing sesual ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional pada PPK] wajib mengawasi dan mengendalikan 
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mongambl langkah­ 
langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan 
dan/atau indikcasi penyimpangan. 

' 

• 
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Pasal 17 

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional dan pegawal pads ppKt waijb menyampalkan 
laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undann. 

(2) Atasan yang menerima laporan sobagairana dimnaksud pada ayat (1) 
menindaklanjuti dan menjadkan laporan yang diterima sebagal bahan 
pengambllan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

Pasal 18 

(1) Sekretariat daorah molalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan 
pembinaan keembagaan, ketatalaksan@an dan polaporan terhadap 
PpKt sebagai bagian dani pembinaan kelembagean, ketatalaksanaan 
dan pelaporan Dinas Tenaga Kera dan Transmigrasi. 

(2) Kotentuan lebih lanjut mengenai porbinaan kelerbagaan, ketatalaksanaan 
dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraluran Gubernur. 

BAB VII 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 19 

(1) Pegawai Nogeri Sipit pada PPP merupakan Pegawai Negerni Sip 
Daerah. 

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada eyat (1) 
dllaksanakan sesuai ketentuan poraturan perundang-undangan di 
bidang epegawaian. 

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepogawaian, PKPt mend@pat 
pembinaan dan Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawalan Daerah 
dan Biro Organisasi_ dan  Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan 
kepegawaian Dinas Tenaga Korja dan Transmigrasl. 

BAB VIN 

KEUANGAN 

Pasal 20 

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungi 9KI dibobankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja D@erah 

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesual ketentuan peraturan perundang-undan dl bidang keuangar 
negara/daerah. 

Pasal 21 

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungei 9pp 

merupakan pendapatan daerah. 
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(2) Pengelolaan pendapata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bldang keuangan negaravdaerah. 

BAB DX 

ASET 

Pasal 22 
(1) Aset yang dipergunakan oleh P9KpI gebagai prasarana dan sarana 

kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang keuangan negaraldaerah dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pangelolaan barang mllik negara/daerah. 

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk perberan, 
hibah dan bantuan dan pihak ketiga kepads PPKPI dalam rangks 
mnelaksanakan tugas dan fungeinya merupakan penerimaan barang daerah, 

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pads ayat (f 

segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporksn 
kepada Gubermur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Dagrah 
selaku Pejabat Pengolola Keuangan Daerah sekaligus sebagai 
Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah, 

BAB X 

FORMASL JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KER.JA 

Pasal 24 

(1) Kepala Pusat dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata 
Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pelathan dan 1 (satu) orang Kepale 
Seksi Uj Kompetensi dan Pemasaran sebagai bawahan langsung. 

(2) Kepala Subbaglan Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 
17 (tujuh belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tortentu sebagai 
bawahan langsung. 

(3) Kepala Seksi Pelat ihan dibantu gebanyak-banyaknya oleh 63 (enam 
puluh tigea) orang Pejabat Fungsional UrmumNTertentu sebagai bawahan 
langsung. 

(4) Kepale Seksi Uj Kompetensi dan Pemasaran dibantu sebanyak­ 
banyaknya oleh 8 (delapan) orang Pejabat Fungsional Umunm/Tortentu 
sebagai bawahan langsung. 
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(5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) 
dan ayat (4) sebagaimana tercanturm dalam Lamplran Ii Peraturan 
Gubermur ini. 

(6) Rincian formasi jabatan sebagairana dimnaksud pada ayat (5) menjadi 
acuan pongejuan kebutuhan pogwal P9Kt 

Pasal 25 

(1) Standar peralatan kerja minimal sotiap jabatan sebagaimane dimnaksud 
pada Pasal 24 sebagaimnana tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan 
Gubermur ini. 

(2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 
menjadi acuan pengadaan peralatan kerjg PP9KP] 

BAB XI 

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS 

Pasel 26 

(1) pp renyusun dan meanyarnpaikan laporan berk.ala tahunan, semester, 
trtwulan, bulanan dan/atau swaktu-waktu kepada Kepala Dinas. 

(2) Laporan sebagairrana dirnaksud poda ayat (1) antara lain melputi laporan. 

a. kebutuhan, kekurangan dan kelobihan pegawai; 
b. keuangan; 
c. kinerja; 
d. kebutuhan, ekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan 

sarana Kerja 
e. akuntabilitas; dar 

f. pelaksanaan kegiatan. 

Pesal 27 

Dalam rangka akuntabilitas, p9KI mengembangkan sister pengendalian 
internal sebagal begian dart sistem pengondalian internal Dinas Tenaga 
Kerja den Transmigrasi 

BAB XII 

PENGAWASAN 

Pengawasan terhadap P9KI ilaksanakan oleh: 

a. Lembaga Negara yang merpunyai tugas memeriksa pengelolaan dan 
tanggung Jarwab keuangan negara, 

b. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah; dan 
c. Inspektorat. 
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BAB XN 

KETENTUAN PENUTU 

Fasal 29 

Pada saat Peraturan Guberur ini mulai berlaku, Keputusan Guberur Nomor 
160 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organlsasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinel 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan din yatakan tidak berlaku. 

Pasal 30 

Peraturan Guberur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

0 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal I4 uni 2010 

VINS! DAERAH KHU/SUS 
TA JAKARTA, 

Dlundangkan di Jakarta 
pada tanggal 21 uni 2010 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

YAT 
NIP 050012362 

BERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2010 NOMOR 119 

• 



• 

Lampiran I Peraturan Gubemnur Provins Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor 115 TAHU 2010 

Tanggal I4 Jui 2010 

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS 
PUSAT PELATHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRL 

KEPALA UNIT 

I 

SUB8AGAN 

TATA USAHA 

• 

I I 

SEKSI SEKSI 

PELATIHAN UJl KOMPE TENS! DAN 

PEMASARAN 

SUBKELOMPOK JADA TAN 

FUNGSIONAL 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHU'SUS 
BUKK IA JAKARTA, 

' • I 

F 

• 



Lampiran l ; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Noror 115 TANU 2010 
Tanggal 14 Jun1 2010 

FORMASI JABATAN PADA LEMBAGA PUSAT PELATIHAN KER.JA PENGEMBANGAN 
INDUSTRL 

NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH 
1 Kepala Pus.at - S1Humaniora 

I  - Didat Kepernimpinan Tk IL 
Diktat Manajemen 

Perkantoran 
- Diktat Manajemen 

Keuangan 
/a f 

- Dikdat Pengadaan Barang 
dan Jes.a 

- Diklat Komputer 
- Dikdat Teknis 

Ketonagakerjaan 
e- 

Jurmnlah 
1 

2 Kepala Subbagian Tata . Sf Humaniora IVIa f Usaha . Diktat Keperimpinan Tk I 

- Dikdat Administrasi 
Perkantoran 

. Dikdat Administrasi 

Kepogawaian 
- Dikdet Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
. Diktat Pengedaan Barang 

dan Jasa 
. Dikdat Tekcnies 

K 
. 

engadministrasi Umum . D ti Administrasi 
2 

. Dikdat Administrasi 
Perkantoran 

. Dilkdat Satminkal/ Kearsipan 

. Diklat Kornputer 

Pengurus Rumah Tangga . D ill Administrasi 6 
. Dikdart Bendahara Barang 
. Diktat Korputer 

- Dikdat Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Pengadministrasi . D ii Administrasi 2 
Kepegawai . Diklat Administrasi 

Kepegawaian 
- Diktat Satminkal Kearsipan 
. Dilat Korputer 

I 

" 



2 

NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH 
Penyusun Program 

- S1 EkonomiManajerr 
1 

Akuntansi 
- Dildat Adrinistrasi 

Keuangan 
- Diklat Perencanaan 
- Diktat Kor.puter 

Pengelola Keuangan - Si EkonomiManajemen¥ 
1 

Akuntansl 
- Dikdat Administrasi 

Keuangan 
- Diktat Perencanaan 

- Diklat Komputer 

Bendahara Pengeluaran 
- D it Akuntansi 

1 Pembantu 
- Diklat Bendaharawan 
- Diidat Komputer 

Pembantu Bendahara - Di Akuntansi 
2 

- Diklat Bendaharawan 
- Diklat Komputer 

engadministrasi 
- Dill Akuntansi 1 Keuangan - Diktat Bendaharawan 
- Dikdat Korputer 

Caraka 
- SMA/Sederajat 

1 
- Diklat Arsiparis 

Jumlah 
18 

3. Kepala Seksi Pel&than - S1 Humaniora IVla 1 
- Diklat Kepemimpinan Tk IV 

- Diktat Tekn.is 
Ketenagakerjaan 

Pengadministrasi Peserta 
- D II Administrasi 

2 Pelatihan 
- Diklat Komputer 
- Diklat Administrasi 

Perkantoran 

K@ordinator Instruktur - Dtl Administrasi 1 
- Dikdat Komputer 
- Dilat Tekis 

Ketenagakerjaan 

Petugas penyedia 
- D Ill Politeknik 12 pertengkapan Pelatihan - Diktat Teknis 

Ketenagakerjaan 

• 

• 



3 

NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH 
Instruktur - DI!Sesuai Kualifkasi 48 

- Diktat Fungsional Bidang 
Pelatihan dan 

Pembelajaran 
- Diktat Teknis 

Ketenagakerjaan 

Jumlah 
64 

4. Kepala Seksi Ljj - S1Humaniora IV/a 1 Kompetensi dan - Dikdat Kepemimpinan TkV 
Penasaran - Diklat Teknis 

etenagakerjaan 

Pengolah Data Alumni - Di Administrasi 1 
- Diktat Komputer 

Pengolah Data Mitra Kerja - DiH Administrasi 
1 

- Diklat Komputer 

Petugas Pemasaran - S1£konomi 4 
- Diktat Komputer 
- Di#lat Teknis 

Ketenagakerjaan 

Pengadministrasi Sortifikasi • Di] Administrasi 
2 

- Dikdat Komputer 

Jumlah 
• 

Total 
92 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUK( IA JAKARTA, 

• 

• 



Lampiran Ill Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

Nomor : 115 TAHU¥ 2010 

Tanggal: 14 Juni 2010 

STANDAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT PELATIHAN KER.JA PENGEMBANGAN 
INDUS TR 

NO Nama Jabatan Pera l ta  K  
.  

Jumlah 
I Ke la Pusat Minibus 1 unit 

Notebook 1 unit 
Pinter 1 unit 
T 1 buah 
White Board 1 buah 

n Ke le sub Bagian Tata Usaha Notebook 1 unit 
Printer t unit 
T t buah 
White Board 1 buah 
Fir Kabinet 1 buah 

f Pengadministrasi Umum 

= 
2 unit 

t unit 
T 2 buah 
Fax 1 unit 

Kabinet 2 buah 

Mesin Ketik 2 buah 

2 Po ngurus  Rumah  T  lnfocus 1 unit 

screen f unit 
Filing Kabinet 

• buah 

Pengadministras 
3 K awaian [t ter 2 unit 

Printer 1 unit 

zz% 2 buah 
2 buah 

Mesin Absengj 1 unit 
Mesin Ketik 2 buah 

4 Pem 
= z 

1 unit 
1 unit 

T f buah 
FRina Kabinet 1 buah 

5 Pe Keuangan K 1 unit 
Printe 1 unit 

Mesin nghancur Kertas 1 buat 
Mesin Hitu f unit 
Filing abinet f buah 

• 

• 



2 

NO Nara Jabatan Pratan Karia um.la h 
6 Bendahara Pengeluaran Komputer 1 unit 

Pembantu 

Kalkulator 1 buah 
Mesin Hitu 1 buah 
Brank.as 1 buah 

��""' 
1 buah 
1 buah 

7 embantu Bendahara Kalkulator 1 buah 

z 
1 buah 

Fil Kabinet 2 buah 

8 zaoanK n [K e 1 unit 
Kalkulator 1 buah 
Mesin 1 buah 

Kabinet 1 buah 
I 

9 Caraka Motor 1 unit 
FHing Kabinet 

1 buah 

Ill Kepala Selksi Pelatihan Komputer 1 unit 

Printer 1 unit 

2 
1 buah 

Kabinet 1 buah 

1 Pengadministrasi Peserta Komputer 2 unit 
elatihar 

Printer 1 unit 

# 
1 buah 
2 buah 

2 Koordinator Instruktur 

• 
1 unit 

1 unit 
T 1 buah 
Filling Kabinet 1 buah 
Peralatan Kerja Teknis 

3 Petugas Penyedia Komputer 1 unit p Pelatihan 
Printer 

1 unit 

#Sa 1 buah 

• bual 
Peralatan Kerja Teknis 

4 Instruktur 

' Fa  
5  unit 

1 unit 
Filling Kabinet 5 buah 

Peralatan 
. 

Teknis 



3 

Printer f unit 

1 Pengolah Data Alumni 

Telepon f buah 
1 triads.a ,Lu 

Kon; 1 unit 
Printer 1 unit 
lE%.. IE;H 
Perabatan Kerja Tekn.is 

3 Pett is Pemasaran 

I 

I 

I 
. I 

I 
I 
I 

4 Peng@imiitraii sir T Kopiei z uoii 

Printer f unit 

?[Pm ibate iii Kens TK_ t ca 

rumen f unit 

e.. ± a 

Lit hi ji 

� 1 buah 
]1LE.Ls.mass +?]km] 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBL A JAKARTA 


